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TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian
Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.?® Istilah perjanjian

atau persetujuan merupakan terjemahan dari kata overeenkomst. Perjanjian
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dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum di mana seseorang membuat
janji kepada pihak lain, atau dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan
suatu hal tertentu. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), persetujuan diartikan

sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan
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dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.?” Perjanjian merupakan suatu
hubungan hukum yang timbul antara dua pihak atau lebih, di mana salah

satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban

untuk memenuhi tuntutan tersebut. Selain itu, perjanjian juga dapat

dipahami sebagai suatu peristiwa hukum yang terjadi ketika seseorang

berjanji kepada pihak lain, atau ketika dua pihak saling mengikatkan diri
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untuk melaksanakan suatu hal tertentu.”®
Pada dasarnya, perjanjian adalah suatu bentuk persetujuan yang diakui

serta dilindungi oleh hukum. Persetujuan ini memiliki peranan yang sangat
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%8 Subekti, Hukum Perjanjian, PT Inermasa, Jakarta, 1987, him. 30
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penting dalam kegiatan usaha, karena menjadi landasan utama dalam

berbagai transaksi, seperti jual beli barang maupun tanah, pemberian kredit,

asuransi, pengangkutan, pendirian badan wusaha, hingga hubungan

ketenagakerjaan.?
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Terkait dengan batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam
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Pasal 1313 KUH Perdata, para sarjana hukum perdata pada umumnya

menilai bahwa rumusan tersebut masih memiliki kekurangan, bahkan
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dianggap terlalu luas dan kurang lengkap. Dikatakan tidak lengkap karena
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ketentuan tersebut hanya menggambarkan perjanjian yang bersifat

sepihak.
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Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan suatu hubungan
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hukum yang lahir dari adanya kesepakatan para pihak untuk menimbulkan
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akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subjek-subjek
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hukum, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk memperoleh prestasi,
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= 59 sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut
= E‘ ; sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.® Dalam hukum
> o & o _ _

- perjanjian, ketika suatu kesepakatan sudah memenuhi seluruh unsur dan
A B ; syarat yang ditentukan secara hukum, maka perjanjian itu mengikat para
E ZE pihak dan wajib dilaksanakan. Prinsipnya: “Setiap perjanjian yang dibuat
) £ E secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang.”*
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B B 5 2. Syarat Sah Perjanjian

= 5 ;, 2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986 , him. 92.
o B @ % Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari
a =~ @ £ Perjanjiandan Dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 1994, him.44.

§ £ = * sudikno, Ilmu Hukum, Liberty, Y ogyakarta, 2008, him.29.

o g % pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian

dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat.

1) Kesepakatan, vyaitu adanya persetujuan dari para pihak yang

mengikatkan diri. Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak harus

C

memiliki kehendak yang bebas dalam membuat perjanjian, baik

adurau

dinyatakan secara tegas maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu,
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perjanjian menjadi tidak sah apabila dibuat berdasarkan adanya unsur

paksaan, penipuan, atau kekhilafan.
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2) Kecakapan, yaitu kemampuan para pihak untuk melakukan perbuatan

hukum, khususnya dalam membuat perjanjian. Pada prinsipnya, setiap

1sIpu

orang dianggap cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian,
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kecuali bagi mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak
memiliki kecakapan tersebut.®
Adapun pihak-pihak yang dianggap tidak cakap untuk membuat
perjanjian meliputi:
a. Orang yang belum dewasa
b. Orang yang berada di bawah pengampuan
c. Perempuan yang telah menikah.**
3) Suatu Hal Tertentu

Dalam KUH Perdata, yang dimaksud dengan hal tertentu adalah objek

P TENSAS 1Syues upyruaymp ede

perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan. Suatu perjanjian harus

memuat objek yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya,
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sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata. Selain itu, hanya
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* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1320.
* R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi
Hukum), Alumni, Bandung, 1999, him. 12.
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barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat dijadikan sebagai
objek perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata. Oleh
karena itu, objek perjanjian harus memiliki kejelasan, misalnya terkait
keberadaan barang, atau dalam hal jual beli tanah harus ditentukan secara
rinci mengenai luas dan letaknya.

Sebab yang Halal

Pada dasarnya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan isi
apa pun. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan bahwa isi
perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban
umum, maupun norma kesusilaan.

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut bersifat kumulatif, yang
berarti seluruh syarat harus dipenuhi. Apabila salah satu syarat tidak
terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak dapat dinyatakan sah menurut

hukum.*

Akibat Suatu Perjanjian

Akibat hukum dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah

sebagai berikut:

1

. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-
undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mencerminkan asas pacta sunt

servanda (janji harus ditepati).

. Perjanjian pada prinsipnya hanya berlaku dan mengikat para pihak yang

membuatnya, sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata. Namun demikian,

% pasal 1335 KUHPerdata
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dalam keadaan tertentu, perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum

bagi pihak ketiga apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.

R

_____

yang dibenarkan oleh undang-undang, seperti yang diatur dalam

S 5B ;: E 3. Para pihak tidak dapat secara sepihak melepaskan diri dari perjanjian
; e Z E—; yang telah disepakati, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH
::; 2 ;% E;i % Perdata.

; z . % ; E_ %: 4. perjanjian dapat diakhiri secara sepihak apabila terdapat alasan-alasan

iunmaday yn
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beberapa ketentuan KUH Perdata, antara lain Pasal 1571, Pasal 1572,
Pasal 1649, dan Pasal 1813.
5. Perjanjian dapat memuat ketentuan yang memberikan manfaat bagi pihak

ketiga, yang dikenal sebagai janji untuk kepentingan pihak ketiga.
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6. perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, sehingga para pihak
wajib menjalankan isi perjanjian secara jujur dan patut.

7. Perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas
diperjanjikan, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, maupun undang-
undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

8. hal-hal yang menurut kebiasaan dianggap lazim dapat dianggap secara
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implisit menjadi bagian dari perjanjian, sebagaimana Pasal 1347 KUH

Perdata.®
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4. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian
Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat
hukum serta memperoleh perlindungan dari hukum atau peraturan
perundang-undangan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan
kewajibannya secara sukarela, maka pihak lainnya dapat menuntut

pemenuhan tersebut melalui jalur pengadilan. Dalam suatu perjanjian yang

telah disepakati, para pihak terikat dalam hubungan hukum yang wajib

dipatuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan tersebut melahirkan hak dan

suepu)-suepun) unpuifi( vidid e[

kewajiban bagi para pihak, di mana masing-masing memiliki hak untuk
menuntut dan kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dengan
demikian, tidak akan ada ikatan yang mengikat seseorang tanpa adanya
kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Dari hubungan

hukum ini kemudian timbul tanggung jawab para pihak dalam
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melaksanakan isi perjanjian.

Tanggung jawab merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban terhadap
pihak lain, yang harus diwujudkan melalui suatu proses pemenuhan
prestasi. Hasil dari pelaksanaan tersebut dapat berupa terpenuhinya hak
pihak lain secara sempurna maupun tidak sempurna. Pemenuhan dikatakan

sempurna apabila kewajiban dilaksanakan sesuai dengan yang

diperjanjikan, sehingga pihak lain memperoleh haknya secara utuh tanpa
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menimbulkan permasalahan. Sebaliknya, pemenuhan yang tidak sempurna

terjadi apabila kewajiban dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya,
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sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam kondisi tersebut,
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muncul persoalan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas
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kerugian yang terjadi, baik itu debitur maupun kreditur, atau pihak pemberi
maupun penerima jasa. Melalui mekanisme pertanggungjawaban ini,
diharapkan hak pihak yang dirugikan dapat dipulihkan sebagaimana

mestinya. Apabila pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan

oUEIE

prestasinya, maka ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi atau ingkar

&2 B = janji.¥’
5% EE . .
g g8 " B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan
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B = iz Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid dan
: f_ zekerheidsrecht, yang merujuk pada hukum jaminan atau hak jaminan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan diartikan sebagai

I1S1

IS

tanggungan yang diberikan atas suatu pinjaman yang diterima.*® Jaminan,
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yang juga sering disebut sebagai agunan, merupakan harta kekayaan milik
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debitur maupun pihak ketiga yang diserahkan sebagai alat pelunasan

apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Selain itu,

joqradip ueyiprpuad uep ‘uenipuad “yiwuape

jaminan juga mencerminkan keyakinan pihak bank terhadap kemampuan

FUap ueyy
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debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati.*
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Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23, agunan adalah jaminan

==
')
=
¥
{a
puard
=

tambahan yang diserahkan oleh debitur kepada bank dalam rangka
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memperoleh fasilitas kredit. Dalam kegiatan pembiayaan, jaminan memiliki
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dua fungsi utama, yaitu:

vraq errd neje sinuad Lo

%" Rakoff, Todd D. "Contracts of Adhesion: An Essay in Reconstruction." Harvard Law
Review, Vol. 96, No. 6, 1983, hIm. 1189.

%8 Suharso dan Ana Retroningsih, Op. Cit, him. 199.

¥ Rinda Asytuti, Isu-lsu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di
Indonesia, CV Duta Media Utama, Pekalongan, 2015, him.135.
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a. Sebagai sarana pelunasan utang apabila terjadi wanprestasi, yang

dilakukan dengan cara menjual atau mencairkan objek jaminan tersebut.

b. Sebagai dasar penentuan besaran pembiayaan yang dapat diberikan

I

nsipt

menjalankan dan mengembangkan usahanya.
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) g = 2 kepada debitur, di mana jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai
5 = g :; % dari jaminan yang diserahkan.
e E oz Adapun jaminan yang ideal memiliki beberapa karakteristik, antara
Il
EEEERE & .
858 FdYds E lain:
BErSEE . 2
EEEre e 1. Mampu mempermudah pihak debitur dalam memperoleh kredit atau
® & o 2 i pembiayaan.

o) f_ 2. Tidak menghambat atau melemahkan kemampuan debitur dalam

3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa apabila perlu

maka mudah diuangkan untuk melunasi hutang si debitur.
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Adapun yang dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah

sebagai berikut :
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1. Jaminan benda berwujud seperti tanah, kendaraan bermotor dan lain-

lainnya.
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2. Jaminan benda tidak berwujud seperti sertifikat tanah, sertifikat deposit,
sertifikat saham dan lain-lainnya.*

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan

pemberian kredit, jaminan diartikan sebagai keyakinan pihak bank terhadap

vraq Neyrd neje siyjnuad LIEp S1[N3I9)

kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian
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yang telah disepakati. Adapun pengertian jaminan menurut para ahli antara

lain sebagai berikut:

a. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, jaminan merupakan suatu bentuk
tanggungan yang diberikan oleh debitur dan/atau pihak ketiga kepada
kreditur sebagai penjamin atas pelaksanaan kewajiban dalam suatu

perikatan.

b. Menurut Hartono Hadisoeprapto, jaminan adalah segala sesuatu yang

diserahkan kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur

suepu)-suepun) unpuifi( vidid e[

akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang dan
timbul dari suatu hubungan perikatan.*

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaminan

merupakan suatu bentuk tanggungan yang memiliki nilai ekonomis, berupa

benda tertentu yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai

184

konsekuensi dari adanya hubungan hukum, baik dalam perjanjian utang
piutang maupun perjanjian lainnya. Dengan demikian, jaminan berfungsi
sebagai sarana untuk menjamin pelunasan utang debitur apabila terjadi

wanprestasi sebelum jatuh tempo berakhir.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991

tentang Jaminan Pemberian Kredit, jaminan diartikan sebagai keyakinan
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pihak bank terhadap kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya

sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.Meskipun Kitab Undang-
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Undang Hukum Perdata tidak secara eksplisit memberikan definisi
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“ Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him.
66.
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mengenai jaminan, pemahaman mengenai hal tersebut dapat ditelusuri

melalui ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

a. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan
debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada
maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas seluruh
perikatan pribadinya.

b. Pasal 1132 KUH Perdata menegaskan bahwa harta kekayaan tersebut
menjadi jaminan bersama bagi seluruh kreditur, di mana hasil
penjualannya akan dibagi secara proporsional sesuai dengan besarnya
piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila terdapat alasan yang
sah untuk mendahulukan kreditur tertentu.*?

Para sarjana hukum memberikan berbagai definisi mengenai hukum
jaminan, di antaranya sebagai berikut:

a. Menurut H. Salim HS, hukum jaminan merupakan keseluruhan norma
hukum yang mengatur hubungan antara pihak pemberi dan penerima
jaminan, khususnya yang berkaitan dengan pembebanan jaminan guna
memperoleh fasilitas kredit.*®

b. Mariam Darus Badrulzaman mendefinisikan jaminan sebagai suatu
tanggungan yang diserahkan oleh debitur maupun pihak ketiga kepada

kreditur untuk menjamin pelaksanaan kewajiban dalam suatu perikatan.**

* Asyhadie Zaeni, & Kusumawati, Rahma. Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian
Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah. Depok: Raja Grafindo Persada,
2018. HIm. 4.

3 H salim, HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2021, him. 5.

* Mariam Darus Badrul Zaman Mariam Darus Badrul Zaman, Aneka Hukum Bisnis,
Alumni, Bandung, 2005, him. 12.
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c. Menurut Indrawati Soewarso, hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah

hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan

dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk memperoleh

fasilitas kredit.*

1

durow Sueiep

d. J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan merupakan seperangkat
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aturan hukum yang mengatur jaminan atas piutang kreditur terhadap

debitur.*®

p uup Sueiepip efnl

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, tampak bahwa hukum jaminan
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nuapeye uesuruaday

kreditur. Namun demikian, pada hakikatnya hukum jaminan tidak hanya
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berkaitan dengan kreditur semata, melainkan juga melibatkan debitur,

karena objek utama dalam hukum jaminan adalah benda yang dijadikan

‘.!l”.]ﬁd NRIE [RISIATIOY 1

jaminan oleh debitur. Oleh karena itu, perlu dikemukakan bahwa beberapa

IPGO
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pengertian di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut.
1. Adanya kaidah hukum di bidang jaminan Kaidah hukum dalam bidang

jaminan terdiri atas kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis. Kaidah

Tuap ueyyeoqiadip ueyipipuad uep ‘uenipuad Yy

D

hukum tertulis merupakan ketentuan yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan, traktat, maupun yurisprudensi. Sementara itu,
kaidah hukum tidak tertulis adalah norma yang tumbuh, hidup, dan

berkembang dalam masyarakat.

quins uejumjiuedual ue

12

2. Adanya pihak pemberi dan penerima jaminan Pemberi jaminan adalah

(1] UPRUap 1ENsa8 1syues ueyruayip 1edep vidn yery

pihak, baik perorangan maupun badan hukum, yang menyerahkan objek

* Indrawati Soewarso, Aspek Hukum Jaminan Kredit, Institut Bankir Indonesia,
Jakarta, 2002, him.9.

%6 J Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996,
him.3.

risatopu] 1ip w1di) yeyg
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jaminan kepada pihak lain. Umumnya, pemberi jaminan adalah pihak
yang membutuhkan fasilitas kredit, yaitu debitur. Adapun penerima
jaminan adalah pihak yang menerima jaminan tersebut, baik perorangan
maupun badan hukum. Biasanya, pihak ini merupakan lembaga yang
memberikan fasilitas kredit, yaitu kreditur.

3. Adanya objek jaminan Objek jaminan pada umumnya merupakan sesuatu

yang diserahkan kepada kreditur, yang dapat berupa jaminan materil

maupun imateril. Jaminan materil berkaitan dengan hak kebendaan,

suepu)-suepun) unpuifi( vidid e[

sedangkan jaminan imateril merupakan jaminan yang tidak berwujud
kebendaan.

4. Adanya fasilitas kredit Fasilitas kredit adalah dana atau pinjaman yang
menjadi dasar dilakukannya pembebanan jaminan. Dalam hal ini, debitur

memberikan jaminan dengan tujuan untuk memperoleh dana atau

pinjaman tersebut.*’

184

Menurut A. Yudha Hernoko, klasifikasi lembaga jaminan dalam praktik
perbankan pada umumnya dapat dibedakan menjadi beberapa golongan:

1. Jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok merupakan

jaminan yang memiliki keterkaitan langsung dengan fasilitas kredit yang
diberikan, seperti barang, proyek, atau piutang yang menjadi objek

pembiayaan. Sementara itu, jaminan tambahan adalah jaminan yang tidak

N IENSARs ISYues ueyenayip 1edep mdin yey
DI ! i I ! I |

berkaitan langsung dengan kredit tersebut, yang dapat berupa jaminan

kebendaan maupun jaminan perorangan. Selain itu, dikenal pula jaminan

aq erd neje siynuad wep sinyae) uizt edue) (esiowoy venln) ynjun i uawWop ueyISnqLIsIpuaw neje jyefueqiad

umum dan jaminan khusus. Jaminan umum timbul karena ketentuan

S UEUIMI
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4"H Salim, HS, Op. Cit, him. 1.
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undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132
KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur
menjadi jaminan bagi para krediturnya secara bersama-sama. Adapun
jaminan khusus adalah jaminan yang diberikan secara khusus kepada
kreditur tertentu sehingga memberikan hak untuk didahulukan dalam

pelunasan utang.

2. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan

berkaitan langsung dengan benda tertentu dan memberikan hak

suepu)-suepun) unpuifi( vidid e[

kebendaan kepada kreditur, yang memiliki sifat mengikuti objeknya
(droit de suite), dapat dialihkan, memiliki prioritas, bersifat separatis
dalam kepailitan, serta berlaku terhadap siapa pun. Dalam hal ini,
kreditur berkedudukan sebagai kreditur preferen. Sebaliknya, jaminan

perorangan hanya mengikat pihak pemberi jaminan dan didasarkan pada

184

hubungan perjanjian, sejalan dengan asas pacta sunt servanda
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata.

3. Jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dalam sistem

hukum perdata Indonesia, penggolongan ini merupakan hal yang penting
karena berkaitan dengan aspek penyerahan (levering), daluwarsa

(verjaring), penguasaan (bezit), serta pembebanan jaminan.

4. Jaminan dengan penguasaan benda dan tanpa penguasaan benda. Pada

N IENSARs ISYues ueyenayip 1edep mdin yey
DI ! i I ! I |

jaminan dengan penguasaan, kreditur secara nyata menguasai objek

jaminan, seperti pada gadai dan hak retensi. Sedangkan pada jaminan

aq erd neje siynuad wep sinyae) uizt edue) (esiowoy venln) ynjun i uawWop ueyISnqLIsIpuaw neje jyefueqiad

tanpa penguasaan, kreditur tidak menguasai benda secara fisik,
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1.

melainkan hanya memiliki penguasaan secara yuridis melalui dokumen

kepemilikan®®

Pengaturan mengenai jaminan Fidusia di Indonesia terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang
memberikan dasar hukum terhadap hubungan antara debitur dan kreditur.
Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa objek jaminan tetap berada
dalam penguasaan debitur, namun secara yuridis menjadi jaminan bagi
kreditur. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap hak debitur
dalam memperlakukan objek jaminan, termasuk dalam hal pengalihan
kepada pihak lain. ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan
Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan,
menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis
dari penerima fidusia. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kepastian
hukum serta melindungi hak kreditur atas objek jaminan. Oleh karena itu,
setiap tindakan pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan
kreditur dapat menimbulkan akibat hukum dan menjadi permasalahan

dalam praktik hukum yang perlu dikaji lebih lanjut.*®

C. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

Penertian Fidusia

Istilah “jaminan” secara etimologis berasal dari kata jamin yang
mengandung arti tanggungan. Secara umum, jaminan diartikan sebagai
bentuk tanggung jawab atas seluruh perikatan yang dimiliki seseorang,

sedangkan jaminan khusus mengacu pada tanggungan terhadap perikatan

S UEUIMI

o
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“ A. Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak

Komersial, Jakarta, Kencana, 2014, him. 235-240.

49 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
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tertentu saja. Jaminan khusus ini sering dikenal sebagai jaminan kebendaan,
dan salah satu bentuknya adalah jaminan fidusia. Secara etimologis, fidusia
berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan. Konsep ini mencerminkan
adanya hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang didasarkan pada
asas saling percaya. Pemberi fidusia memiliki keyakinan bahwa penerima
fidusia akan mengembalikan hak milik atas benda yang dijaminkan setelah
kewajiban utangnya dilunasi. Sebaliknya, penerima fidusia juga menaruh
kepercayaan bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan benda
jaminan yang tetap berada dalam penguasaannya. Dalam hal ini, penerima
fidusia tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari
tindakan atau kelalaian pemberi fidusia terkait penggunaan maupun
pengalihan objek jaminan fidusia. >

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia, fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda
yang didasarkan pada kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut
tetap berada dalam penguasaan pemilik semula.”® Konsep ini sebenarnya
telah dikenal sejak masa Romawi. Dalam hukum Romawi, lembaga jaminan
tersebut dikenal dengan istilah fiducia cum creditore contracta, yaitu suatu
perjanjian kepercayaan yang dilakukan antara debitur dan kreditur. Adapun
bentuk jaminan fidusia sebagaimana dikenal saat ini, yaitu Fiduciare
Eigendomsoverdracht (FEO) atau pengalihan hak milik berdasarkan
kepercayaan, berkembang seiring dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang gadai.

% Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta, RajaGrafindo Persada,

2007, him. 13.

*! pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
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Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa benda yang dijaminkan tidak boleh

tetap berada dalam penguasaan pihak pemberi gadai.*

Dalam praktik hukum Romawi kemudian dikenal adanya pembedaan
antara lembaga gadai dan hipotik. Pengaturan ini selanjutnya diadopsi

dalam sistem hukum Belanda yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek.

unpurpiy eidi) yey

Seiring dengan berkembangnya kembali lembaga fidusia di Belanda,

pembedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak dalam kaitannya
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dengan jaminan, khususnya untuk hipotik, juga tetap dipertahankan.*
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Objek fidusia pada awalnya dipersamakan dengan gadai, yaitu berupa

benda bergerak. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari
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Dalam konteks jaminan fidusia, kedudukannya serupa dengan gadai, yaitu

°2 pasal 1152 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

% M. Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia* (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty),
SALAM (Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, VVol. 3, 2016,
hlm 79.

* Tri Jata Ayu Pramesti, Pengertian Asas Konkordansi dan Sejarahnya di Indonesia,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-1t5979a0202a993/, 2022, di akses
pada tanggal 3 Maret 2026.

vraq eyrd neje sipnuad Liep si|
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a E g 3 ketentuan-ketentuan pembatas yang terdapat dalam lembaga gadai. Praktik
i ] _i & % tersebut kemudian berkembang dan menjadi yurisprudensi yang tetap, baik
5 ;_ i é di Belanda maupun di Indonesia.>*

; i —E; _é Menurut Tan Kamelo, sistem hukum di Indonesia memiliki keterkaitan
:_ ?E" f yang erat dengan sistem hukum Belanda, yang dipengaruhi oleh hubungan
; ;_5 %_ historis melalui asas konkordansi. Asas konkordansi merupakan prinsip
{ éf—% yang menjadi dasar diberlakukannya hukum Eropa, khususnya hukum
E’: ;_ ; i Belanda, kepada golongan Eropa yang berada di Hindia Belanda pada masa
E ; ; ; kolonial. Hukum Belanda sendiri memiliki hubungan historis dengan
[:: é Z hukum Prancis, yang pada akhirnya juga dipengaruhi oleh hukum Romawi.
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sebagai perjanjian yang bersifat accessoir. Artinya, perjanjian fidusia

merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok, biasanya

berupa perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4

Undang-Undang Fidusia.>

Dasar Hukum Jaminan Fidusia

unpuriy e3d ey
N

Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan fidusia memiliki dasar hukum
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= T8 = - sebagai sumber hukum utama, serta didukung oleh doktrin dan praktik
g i; ;:— = hukum. Sumber hukum tersebut berperan penting dalam memberikan
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kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, serta menjamin efektivitas

pelaksanaan jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan.

a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

urpad PR [RISIATIOY 1

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

IPGAL
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merupakan sumber hukum utama yang secara khusus mengatur lembaga

jaminan  fidusia di Indonesia. Lahirnya undang-undang ini

ajoqradip ueyipipuad ugp

dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan suatu lembaga jaminan yang

3UAp ue

mampu memberikan kepastian hukum serta fleksibilitas dalam kegiatan

D

pembiayaan, khususnya terhadap benda bergerak yang tetap digunakan

oleh debitur. Sebelum berlakunya undang-undang ini, praktik fidusia di

Indonesia hanya didasarkan pada yurisprudensi dan kebiasaan yang

I20WNS URyunuedudw ue ;

berkembang dalam masyarakat, sehingga seringkali menimbulkan

(1 UPRuap 1ensag syues upyruayip 1edep mdin yry
vraq Neyrd neje sijnuad tep sinyze) utzi edue) [eisiowod] uenlig ynjun 1ur uawWnop ueyIst
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*® Tiar Ramon, Hukum Perdata Indonesia, Y ogyakarta, Trussmedia Grafika, 2016, him.
158- 159.
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ketidakpastian hukum. Dengan adanya undang-undang ini, pengaturan

mengenai jaminan fidusia menjadi lebih sistematis dan komprehensif.>

Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan

bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Ketentuan

unpuriy e3d ey

ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia memiliki karakteristik khusus,

yaitu adanya pemisahan antara kepemilikan secara yuridis dan

pFunuaday

penguasaan secara fisik.*’
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara
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Pendaftaran Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 merupakan peraturan

pelaksana dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

‘.!l”.]ﬁd NRIE [RISIATIOY 1

Fidusia yang secara khusus mengatur mengenai tata cara pendaftaran
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jaminan fidusia. Keberadaan peraturan ini sangat penting karena

uenig ynjun ur uawnop ueyisn

3 pendaftaran merupakan syarat utama bagi lahirnya jaminan fidusia yang

sroqradip ueyipipuad uep

memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pihak ketiga. Dalam

3UAp ue

D

sistem hukum jaminan fidusia, pendaftaran memiliki kaitan erat dengan

asas publisitas, yaitu suatu asas yang menghendaki agar suatu jaminan

kebendaan diumumkan kepada publik. Melalui mekanisme ini, pihak

ketiga dianggap mengetahui bahwa suatu benda telah dibebani jaminan

quins uejumjiuedual ue

12

fidusia, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

(1] UPRUap 1ENsa8 1syues ueyruayip 1edep vidn yery

Peraturan Pemerintah ini mengatur secara rinci mengenai tata cara

wraq yeyrd neje sinuad wep sinyrg) urzt edue) [eisiawoy

pengajuan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima

3

% Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

* pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
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fidusia, kuasa, atau wakilnya melalui sistem elektronik yang disediakan

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam proses

pengajuan tersebut ada beberapa hal yang perlu dilakukan:

1) Pemohon diwajibkan untuk mengisi data secara lengkap, yang
meliputi identitas pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian

pokok, uraian mengenai objek jaminan fidusia, serta nilai penjaminan.

2) Setelah seluruh data diisi dengan benar dan lengkap, pemohon

diwajibkan untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai

suepu)-suepun) unpuifi( vidid e[

dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran ini merupakan bagian
dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang menjadi Syarat
administratif dalam proses pendaftaran.

3) Setelah pembayaran dilakukan, sistem akan memproses permohonan

tersebut dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik.

184

Sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan hukum yang
sangat penting, karena di dalamnya tercantum irah-irah “Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memberikan

kekuatan eksekutorial. Dengan adanya kekuatan ini, kreditur
penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi terhadap
objek jaminan apabila debitur wanprestasi, tanpa harus melalui

putusan pengadilan terlebih dahulu.

N IENSARs ISYues ueyenayip 1edep mdin yey
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Selain mengatur mengenai pendaftaran, peraturan ini juga mengatur

mengenai perubahan data jaminan fidusia. Perubahan tersebut dapat
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terjadi apabila terdapat perubahan terhadap objek jaminan, nilai

S UEUIMI
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penjaminan, maupun data para pihak. Dalam hal ini, perubahan wajib
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didaftarkan kembali agar tetap memiliki kekuatan hukum terhadap pihak
ketiga. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai penghapusan

jaminan fidusia. Penghapusan dilakukan apabila utang yang dijamin

telah lunas, objek jaminan musnah, atau adanya sebab lain yang

menghapuskan jaminan fidusia. Penghapusan ini juga wajib didaftarkan

agar status jaminan fidusia menjadi jelas secara hukum. Dengan

demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tidak hanya

IAUW YEYIaq BAURY |

mengatur prosedur administratif semata, tetapi juga memiliki peran

suepu)-suepun) unpuifi( vidid e[

jmaday ynjun w7 e

"BISAUOPUT [P Ne[iaq SueA ue

penting dalam menjamin kepastian hukum, transparansi, serta

perlindungan bagi para pihak dalam pelaksanaan jaminan fidusia.>®

our uep ued

pr

p ueyisnquysipuawr neje yeLueqaadwaw Suere(q:

c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP)

urpad neR [RISIAMIOY

suap ueyeroqradip ueyiprpuad ugp ‘ue

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif

TR0

IR
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atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu

sumber hukum yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan

administrasi jaminan fidusia di Indonesia. Peraturan ini mengatur

mengenai jenis layanan serta besaran tarif yang dikenakan terhadap
berbagai pelayanan hukum, termasuk di dalamnya pelayanan yang
berkaitan dengan jaminan fidusia.>

1) Keberadaan peraturan ini berkaitan erat dengan aspek administratif

(1] UPRUap 1ENsa8 1syues ueyruayip 1edep vidn yery
uaw

yang menyertai proses pembebanan jaminan. Setiap tindakan hukum

waq yeyrd neje sinuad wep sinyre urzt edue) [esiswoy uenln) ynjun mwr uawnyo

%8 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

% peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
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dalam jaminan fidusia, seperti pendaftaran, perubahan data, maupun

penghapusan jaminan, tidak hanya memiliki konsekuensi yuridis,

tetapi juga konsekuensi administratif berupa kewajiban pembayaran

sejumlah biaya kepada negara yang dikategorikan sebagai Penerimaan

C

Negara Bukan Pajak (PNBP).

adurau

2) Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa dalam proses pendaftaran

yedueqd

jaminan fidusia, pemohon dikenakan biaya yang besarannya

ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang tercantum dalam akta

suepun)-suepu) eunpurji vidi) ey

“BISAUOPUT [P MR[Iaq SUBA UBIN]LIAC

jaminan fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara

nilai ekonomis dari objek jaminan dengan besaran biaya yang harus

1sIpu

dibayarkan, sehingga mencerminkan asas proporsionalitas dalam

NOP UBYISNQLISIPUaW ng)e

penentuan tarif PNBP.

3) dalam hal terjadi perubahan data jaminan fidusia, seperti perubahan
nilai penjaminan, perubahan objek jaminan, maupun perubahan
identitas para pihak, juga dikenakan biaya administratif. Kewajiban
ini menunjukkan bahwa setiap perubahan yang berimplikasi pada
status hukum jaminan fidusia harus tetap tercatat secara resmi dalam
sistem administrasi negara dan dikenai tarif sesuai ketentuan yang
berlaku.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 juga mengatur mengenai

P TENSAS 1Syues upyruaymp ede

biaya yang dikenakan dalam proses penghapusan jaminan fidusia.

Penghapusan ini dilakukan apabila perikatan pokok telah berakhir,

vraq yeyrd neje synuad tiep stz uizi edue) [eisiowod] ueny ¥njun rur uawn

misalnya karena utang telah dilunasi. Dengan dilakukannya

S uBUa
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penghapusan yang tercatat secara resmi, maka status hukum objek
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jaminan menjadi kembali bebas dari beban fidusia, sehingga
memberikan kepastian hukum bagi pemilik benda maupun pihak

ketiga.®

Pengaturan mengenai PNBP dalam jaminan fidusia tidak hanya

bertujuan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai

instrumen untuk menciptakan tertib administrasi hukum. Dengan adanya

kewajiban pembayaran ini, setiap tindakan hukum dalam jaminan fidusia

IAUW YEYIaq BAURY |

terdokumentasi secara sistematis dalam sistem administrasi negara,

suepu)-suepun) unpuifi( vidid e[

jmaday ynjun w7 e
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sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian,

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 memiliki peran strategis

our uep ued

pr

p ueyisnquysipuawr neje yeLueqaadwaw Suere(q:

dalam mendukung pelaksanaan jaminan fidusia, khususnya dalam aspek

administratif, karena memastikan bahwa setiap proses hukum yang

urpad neR [RISIAMIOY

suap ueyeroqradip ueyiprpuad ugp ‘ue

berkaitan dengan jaminan fidusia berjalan sesuai dengan ketentuan yang

TR0

IR

berlaku serta tercatat secara resmi dalam sistem hukum nasional.
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d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020

tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun

2020 merupakan salah satu peraturan pelaksana yang memiliki peran
penting dalam mendukung sistem administrasi jaminan fidusia di
Indonesia, khususnya dalam hal akses dan permohonan data jaminan

fidusia. Peraturan ini hadir sebagai bentuk penyempurnaan terhadap

(1] UPRUap 1ENsa8 1syues ueyruayip 1edep vidn yery
uaw

sistem pelayanan fidusia yang sebelumnya telah berbasis elektronik,

waq yeyrd neje sinuad wep sinyre urzt edue) [esiswoy uenln) ynjun mwr uawnyo

8 |_ampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
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dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, kepastian hukum, serta
perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan.®*
Dalam praktiknya, jaminan fidusia tidak hanya berkaitan dengan

proses pembebanan dan pendaftaran, tetapi juga menyangkut kebutuhan

akan akses informasi terhadap status suatu objek jaminan. Hal ini

menjadi penting, terutama bagi pihak ketiga yang ingin memastikan

1aday ynjun uee

apakah suatu benda telah dibebani jaminan fidusia atau belum. Oleh

IAUW YEYIaq BAURY |
p uup Sueie[ip efn

karena itu, Peraturan Menteri ini memberikan dasar hukum yang jelas

suepun)-suepu) eunpurji vidi) ey
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mengenai tata cara permohonan data jaminan fidusia diantaranya:

yeuayp jede

1) Dalam peraturan ini diatur bahwa permohonan data jaminan fidusia

ow wep ued

SIpU

dapat dilakukan oleh masyarakat melalui sistem elektronik yang

A

disediakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

urpad PR [RISIATIOY Ul

2suap ueyyarogradip ueyipipuad uep ‘ue

20

(AHU). Pemohon dapat mengajukan permintaan informasi dengan

TR0

IR
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mengisi data tertentu yang diperlukan, seperti identitas pemohon

serta data objek yang ingin diketahui statusnya. Setelah melalui

proses verifikasi dan pembayaran biaya layanan sesuai ketentuan

yang berlaku, sistem akan memberikan informasi terkait jaminan

fidusia yang dimohonkan.

2) Informasi yang dapat diakses melalui mekanisme ini meliputi antara

==
')
=
¥
{a
puard
=

lain data mengenai nomor sertifikat jaminan fidusia, identitas para

N IENSARs ISYues ueyenayip 1edep mdin yey
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pihak, uraian objek jaminan, serta status hukum jaminan tersebut.

(1 urdua

Dengan adanya keterbukaan informasi ini, pihak ketiga dapat

vraq yeyrd neje synuad tiep stz uizi edue) [eisiowod] ueny ¥njun rur uawn
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8 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia.
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memperoleh kepastian hukum sebelum melakukan suatu perbuatan
hukum, seperti pembelian atau penerimaan jaminan atas suatu benda.

3) Pengaturan mengenai akses data ini juga berfungsi sebagai bentuk

perlindungan hukum, baik bagi kreditur maupun debitur. Bagi

kreditur, sistem ini memberikan jaminan bahwa objek yang

dijadikan agunan dapat diverifikasi status hukumnya. Sementara itu,

bagi debitur, adanya sistem pencatatan dan keterbukaan data dapat

IAUW YEYIaq BAURY |

mencegah penyalahgunaan objek jaminan oleh pihak lain.®

suepu)-suepun) unpuifi( vidid e[
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Dengan demikian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 17 Tahun 2020 tidak hanya berfungsi sebagai aturan

our uep ued

pr

p ueyisnquysipuawr neje yeLueqaadwaw Suere(q:

_g , administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung asas
] _2 ;— transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam sistem
5% jaminan fidusia di Indonesia.®® Pengaturan ini menunjukkan bahwa
i ;i sistem jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya menekankan aspek
E— pembebanan dan pendaftaran, tetapi juga menjamin keterbukaan

; informasi sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap pihak

ketiga.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai Sumber Hukum
Jaminan Fidusia
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan

salah satu sumber hukum yang memiliki peran fundamental dalam sistem

(1] UPRUap 1ENsa8 1syues ueyruayip 1edep vidn yery
uaw

jaminan fidusia di Indonesia. Meskipun tidak mengatur secara khusus

waq yeyrd neje sinuad wep sinyre urzt edue) [esiswoy uenln) ynjun mwr uawnyo

82 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia, Pasal 4.

% peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia, Pasal 2.
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mengenai jaminan fidusia, KUH Perdata menjadi dasar hukum yang
melandasi hubungan perikatan antara para pihak, khususnya dalam
perjanjian utang-piutang yang menjadi dasar lahirnya jaminan fidusia.
Dalam praktiknya, jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri,
melainkan selalu didahului oleh suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok

tersebut umumnya berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang

antara debitur dan kreditur. Oleh karena itu, ketentuan dalam KUH Perdata

mengenai sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 yaitu:

suepu)-suepun) unpuifi( vidid e[

a. KUH Perdata mengatur mengenai akibat hukum apabila salah satu pihak
tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi. Ketentuan
mengenai wanprestasi ini menjadi dasar bagi kreditur untuk menuntut
pemenuhan prestasi atau melakukan tindakan hukum lainnya, termasuk

pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagaimana diatur

184

lebih lanjut dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.
b. KUH Perdata mengandung prinsip-prinsip umum dalam hukum
perikatan, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan

asas itikad baik. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam pembentukan

dan pelaksanaan perjanjian fidusia, sehingga memberikan kerangka
hukum yang jelas dan sistematis bagi para pihak dalam menjalankan hak

dan kewajibannya.®*
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Dengan demikian, meskipun KUH Perdata tidak secara eksplisit

mengatur mengenai jaminan fidusia, keberadaannya tetap memiliki peran
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% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
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yang sangat penting sebagai dasar hukum umum yang mendukung dan

melandasi pelaksanaan jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia.

4. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia pada dasarnya mencakup segala sesuatu yang

C

dapat dijadikan sebagai jaminan dalam suatu perjanjian fidusia. Berdasarkan

adurau

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

yedueqd

Fidusia, yang dimaksud dengan objek jaminan fidusia adalah benda yang

dapat dimiliki dan dialihkan, baik dalam bentuk berwujud maupun tidak

suepun)-suepu) eunpurji vidi) ey
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berwujud, serta benda bergerak maupun benda tidak bergerak tertentu yang

tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.®

1sIpu

Dalam menentukan suatu benda sebagai objek jaminan fidusia,

NOP UBYISNQLISIPUaW ng)e

terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:
a. Benda yang dapat dimiliki
b. Benda yang dapat dialihkan
c. Benda berwujud dan tidak berwujud.®
5. Jenis-Jenis Jaminan Fidusia
Menurut Tan Kamelo dalam bukunya Hukum Jaminan Fidusia, objek
jaminan fidusia memiliki ruang lingkup yang luas. Objek tersebut tidak
hanya terbatas pada benda bergerak berwujud, tetapi juga meliputi benda

tidak berwujud serta benda yang akan ada di kemudian hari. Hal ini

P TENSAS 1Syues upyruaymp ede

menunjukkan bahwa jaminan fidusia memiliki sifat fleksibel dan mampu

menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan dalam

vraq yeyrd neje synuad tiep stz uizi edue) [eisiowod] ueny ¥njun rur uawn

masyarakat.
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% Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
% Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab tentang Hukum Jaminan, Bandung, Citra
Aditya Bakti, 1983, him. 54.
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a. Benda Bergerak Berwujud

b. Benda Bergerak Tidak Berwujud

c. Benda Tidak Bergerak Tertentu

d. Bendayang Akan Ada di Kemudian Hari.®’

L4}
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6. Sumber Hukum dari Doktrin dan Yurisprudensi

durow 3

Selain peraturan perundang-undangan, sumber hukum jaminan fidusia

juga didukung oleh doktrin dan yurisprudensi yang memiliki peran penting
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dalam pengembangan dan penafsiran hukum. Doktrin merupakan pendapat
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para sarjana atau ahli hukum yang memberikan penjelasan teoritis terhadap

suatu konsep hukum, sedangkan yurisprudensi merupakan putusan

UL CUIP Jec

pusta UEp UEC

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dijadikan

I1S1

IS

sebagai rujukan dalam penyelesaian perkara serupa.®® Doktrin memiliki

‘.ll”.]ﬁd NRIR [RISIATIOT

peran yang signifikan, terutama dalam menjelaskan konsep dasar,

IPGAL
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karakteristik, serta kedudukan jaminan fidusia sebagai bagian dari hukum

w1aq eyrd neje sinuad ep sinyze) uizt edue) [Ersiowod uenlng ynjun i udWmop veYISNqLISIPUaWw neje Jeiusqls

5 59 jaminan kebendaan. Para ahli hukum memberikan pandangan mengenai
= 2_; sifat fidusia sebagai jaminan kebendaan yang memberikan hak preferen
> o & _ _ _ _
- kepada kreditur, namun tetap memungkinkan debitur untuk menguasai
B ; objek jaminand. Pendapat para ahli ini membantu dalam memahami
E ZE konstruksi hukum fidusia yang tidak secara eksplisit dijelaskan secara rinci
) £ E dalam peraturan perundang-undangan.®®

E &5

= &8 Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
2 = o Jaminan Fidusia, praktik fidusia di Indonesia berkembang melalui
7 & § B 5" Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, Bandung, Alumni, 2006, him. 70-75.

5 = £ & % Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, him. 45.

5 2 = % Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum
o = £ Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta, Liberty, 1980, him. 20.
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yurisprudensi. Pengadilan pada masa itu mengakui keberadaan fidusia
sebagai suatu lembaga jaminan yang sah berdasarkan kebutuhan praktik
bisnis, meskipun belum diatur secara tertulis dalam undang-undang. Oleh
karena itu, yurisprudensi memiliki peran historis dalam membentuk dan
mengakui eksistensi jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia.
Hingga saat ini, doktrin dan yurisprudensi tetap berfungsi sebagai sumber
hukum pelengkap yang membantu hakim dalam menafsirkan ketentuan
yang belum jelas atau belum diatur secara tegas dalam peraturan
perundang-undangan. Dengan demikian, keduanya memiliki kontribusi
penting dalam menciptakan kepastian hukum serta mengembangkan hukum
jaminan fidusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar
hukum jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya berasal dari Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999, tetapi juga diperkuat oleh ketentuan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan pelaksana, serta
yurisprudensi. Keseluruhan sumber hukum tersebut membentuk suatu
kerangka hukum yang terpadu, sehingga mampu memberikan kepastian
hukum sekaligus perlindungan bagi para pihak dalam pelaksanaan jaminan
fidusia
Asas-Asas Jaminan Fidusia

Dalam hukum jaminan, termasuk jaminan fidusia, terdapat sejumlah
asas yang menjadi landasan dalam pembentukan maupun pelaksanaannya.

Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk memahami

" Subekti, Hukum Perjanjian, Op.Cit., him. 20
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karakteristik jaminan fidusia sekaligus memberikan arah dalam penerapan
ketentuan hukum yang berlaku, berikut asas-asas jaminan fidusia:
a. Asas kepercayaan (fiduciary). Asas ini tercermin dari adanya pengalihan

hak kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur yang didasarkan pada

kepercayaan, sementara penguasaan fisik atas benda tersebut tetap

berada pada debitur. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum

1aday ynjun uee

antara debitur dan kreditur dilandasi oleh tingkat kepercayaan yang

IAUW YEYIaq BAURY |
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tinggi, sehingga debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan dalam

suepun)-suepu) eunpurji vidi) ey
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aktivitasnya sehari-hari.”

yeuayp jede

ow wep ued

Sk b. Asas publisitas, yaitu asas yang menghendaki agar suatu jaminan

SIpU

diketahui oleh umum melalui mekanisme pendaftaran. Dalam jaminan

A

fidusia, asas ini diwujudkan melalui kewajiban pendaftaran pada

urpad PR [RISIATIOY Ul
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instansi yang berwenang. Dengan adanya pendaftaran tersebut, pihak
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ketiga dianggap telah mengetahui adanya pembebanan jaminan fidusia,

sehingga memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya

sengketa.”

c. Asas spesialitas, yaitu asas yang mengharuskan objek jaminan fidusia

ditentukan secara jelas dan terperinci. Objek jaminan harus dicantumkan

secara rinci dalam akta jaminan fidusia, baik mengenai jenis, jumlah,

==
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=
¥
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puard
=

maupun identitasnya. Asas ini bertujuan untuk menghindari
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ketidakjelasan terkait objek jaminan serta melindungi kepentingan para

(1 urdua

pihak.
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™ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, him. 25.
72, Satrio, Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan, Op.Cit., him. 45.
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d. Terdapat asas preferensi, yaitu asas yang memberikan kedudukan yang

diutamakan kepada kreditur penerima fidusia dibandingkan dengan

kreditur lainnya. Dengan demikian, apabila debitur wanprestasi,

kreditur memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya.

C

Asas ini menjadi salah satu keunggulan jaminan fidusia sebagai

adurau

lembaga jaminan kebendaan.

yedueqd

e. Asas droit de suite, yang menyatakan bahwa hak jaminan tetap

mengikuti objeknya ke tangan siapa pun benda tersebut berpindah.

suepun)-suepu) eunpurji vidi) ey
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Artinya, apabila objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak lain,

maka hak jaminan tetap melekat pada benda tersebut. Asas ini

1sIpu

memberikan perlindungan hukum bagi kreditur agar haknya tetap

NOP UBYISNQLISIPUaW ng)e

terjaga meskipun terjadi peralihan objek jaminan.

f. Asas aksesoir, yaitu asas yang menegaskan bahwa jaminan fidusia
merupakan perjanjian tambahan yang bergantung pada perjanjian pokok.
Dengan demikian, keberadaan jaminan fidusia mengikuti perjanjian
utama, seperti perjanjian utang-piutang atau kredit. Apabila perjanjian
pokok tersebut berakhir, maka jaminan fidusia juga turut hapus.”
Asas-asas tersebut menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan

lembaga jaminan yang tidak hanya memiliki dasar hukum normatif, tetapi

juga didukung oleh prinsip-prinsip hukum yang memberikan keseimbangan

P TENSAS 1Syues upyruaymp ede

perlindungan antara debitur dan kreditur.

8. Pembebanan Jaminan Fidusia

vraq yeyrd neje synuad tiep stz uizi edue) [eisiowod] ueny ¥njun rur uawn
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™ Subekti, Hukum Perjanjian, Op.Cit., him. 60.
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Pembebanan jaminan fidusia merupakan tahap awal dalam
pembentukan jaminan fidusia yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian
pokok, seperti perjanjian kredit atau utang-piutang. Jaminan fidusia bersifat
aksesoir, sehingga keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok
tersebut.”

Dalam pelaksanaannya, pembebanan jaminan fidusia wajib dibuat
dalam bentuk akta notaris yang disebut dengan akta jaminan fidusia. Akta
ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memuat identitas para
pihak, data perjanjian pokok, uraian objek jaminan, serta nilai penjaminan.”
Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta
perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, pembebanan jaminan
fidusia juga mencerminkan adanya pengalihan hak kepemilikan secara
yuridis dari debitur kepada kreditur, namun penguasaan fisik atas objek
tetap berada pada debitur. Hal ini menjadi ciri khas dari jaminan fidusia
dibandingkan dengan lembaga jaminan lainnya.”

Dengan demikian, pembebanan jaminan fidusia tidak hanya merupakan
formalitas hukum, tetapi juga menjadi dasar lahirnya hubungan hukum yang
memberikan hak jaminan kepada kreditur atas objek tertentu.

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan tahap yang sangat penting

karena menentukan lahirnya jaminan fidusia secara sempurna. Tanpa adanya

™ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Op.Cit., him. 75.
> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 5.
78], Satrio, Hukum Jaminan, Op.Cit., him. 130.
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pendaftaran, jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan hukum terhadap
pihak ketiga.”’
a. Pendaftaran dilakukan oleh penerima fidusia atau kuasanya melalui

sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia. Dalam proses ini, pemohon wajib mengisi data secara

lengkap, termasuk identitas para pihak, objek jaminan, serta nilai

1aday ynjun uee

penjaminan.”®
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b. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan biaya administrasi

suepun)-suepu) eunpurji vidi) ey
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dibayarkan, maka akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat

yeuayp jede

ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

ow wep ued

SIpU

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan

A

kemudahan bagi kreditur dalam melakukan eksekusi apabila debitur
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wanprestasi.”
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Dengan demikian, pendaftaran jaminan fidusia tidak hanya berfungsi

sebagai administrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan asas

publisitas dan memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara debitur

dan kreditur.

10. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia dapat hapus karena beberapa sebab yang berkaitan
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dengan berakhirnya hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Salah
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satu penyebab utama hapusnya jaminan fidusia adalah lunasnya utang yang
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" Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11.

"8 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia.

" Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15.

S uBUa

0

ueBuap rensas ‘synuad eydo yey ueyyesuaw edue) rwepede 1ojsodar Ip 1ur UaWIN{op UeNISnqLI:
‘ersarropuy ip mdi) yrY

LISRIpU] WR[S] SEISIAIUN

49



dijamin, sehingga perjanjian pokok sebagai dasar jaminan tersebut

berakhir.2°

Selain itu, jaminan fidusia juga dapat hapus karena musnahnya objek

jaminan, yang menyebabkan tidak lagi terdapat benda yang dapat dijadikan

jaminan. Dalam hal ini, hapusnya jaminan fidusia terjadi secara hukum

unpuriy e3d ey

karena objeknya tidak lagi ada.®
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e g I

2 E ; 5_ g Hapusnya jaminan fidusia juga dapat terjadi karena pelepasan hak oleh

el T i . . :

= T8 = - kreditur atau karena sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-
g ,3 ; ; :— = undangan. Setelah jaminan fidusia hapus, maka wajib dilakukan pencoretan
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g

atau penghapusan dari daftar fidusia agar status hukum objek menjadi jelas

dan tidak lagi terikat sebagai jaminan.®?

Dengan demikian, pengaturan mengenai hapusnya jaminan fidusia

urpad PR [RISIATIOY 1

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memastikan bahwa
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tidak terjadi pembebanan ganda terhadap suatu objek yang sama.

D. Pengalihan Kredit dalam Perspektif Hukum

ajoqradip ueyipipuad ugp

1. Pengertian Pengalihan Kredit

3UAp ue

Pengalihan kredit merupakan suatu perbuatan hukum yang

D

menyebabkan berpindahnya hak dan/atau kewajiban dalam suatu perjanjian

kredit dari debitur lama kepada pihak lain sebagai debitur baru. Dalam

praktiknya, pengalihan kredit sering dikenal dengan istilah over kredit,

I20WNS URyunuedudw ue ;

yaitu suatu bentuk pengalihan kewajiban pembayaran utang kepada pihak

(1 UPRuap 1ensag syues upyruayip 1edep mdin yry
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8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 25.

8 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, Op.Cit., him. 40.

8 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia.
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ketiga yang kemudian mengambil alih posisi debitur dalam hubungan

hukum tersebut.®

Dalam perspektif hukum perdata, pengalihan kredit tidak dapat

dilakukan secara bebas, karena setiap perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (pacta sunt servanda). Oleh

unpuriy e3d ey

karena itu, perubahan terhadap subjek dalam suatu perjanjian harus
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2 FPg g B memperoleh persetujuan dari pihak yang berkepentingan, Kkhususnya
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Tl - kreditur sebagai pihak yang memiliki kepentingan utama dalam pelunasan
S2EEE B
2o 28 e s utang.®*
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pengalihan kredit juga berkaitan erat dengan konsep pengalihan hak

dalam hukum perikatan, khususnya pengalihan piutang (cessie). Dalam hal

ini, pengalihan tidak hanya menyangkut perpindahan kewajiban, tetapi juga

urpad PR [RISIATIOY 1

perpindahan hak yang timbul dari suatu hubungan hukum. Oleh karena itu,
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pengalihan kredit harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah agar

memiliki kekuatan mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi para

ajoqradip ueyipipuad ugp

pihak.®

3UAp ue

Dengan demikian, pengalihan kredit pada dasarnya merupakan suatu

D

perbuatan hukum yang kompleks karena melibatkan perubahan subjek

hukum dalam suatu perjanjian, sehingga harus dilakukan secara hati-hati

dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan

I20WNS URyunuedudw ue ;

sengketa di kemudian hari.

(1] UPRUap 1ENsa8 1syues ueyruayip 1edep vidn yery

2. Dasar Hukum Pengalihan Kredit
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8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, him.
120.
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8 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni,
2006, him. 50.
8 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Op.Cit., him. 85.
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Dasar hukum pengalihan kredit dalam sistem hukum Indonesia dapat
ditemukan dalam ketentuan hukum perdata yang mengatur mengenai
perikatan dan perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
pengalihan piutang (cessie) diatur dalam Pasal 613, yang menyatakan bahwa
pengalihan harus dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan,

serta harus diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan agar memiliki

kekuatan hukum yang sah.®® Selain itu, ketentuan mengenai syarat sahnya

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

suepu)-suepun) unpuifi( vidid e[

Hukum Perdata juga menjadi dasar dalam menilai sah atau tidaknya suatu

pengalihan kredit. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka

perjanjian pengalihan kredit dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkan.®’
Dalam praktiknya, pengalihan kredit juga harus memperhatikan isi

perjanjian kredit itu sendiri, karena pada umumnya dalam perjanjian kredit

184

terdapat klausula yang melarang pengalihan tanpa persetujuan kreditur. Hal
ini menunjukkan bahwa pengalihan kredit tidak hanya tunduk pada hukum

perdata secara umum, tetapi juga pada ketentuan khusus yang disepakati

oleh 7para pihak dalam perjanjian. Dengan demikian, dasar hukum
pengalihan kredit tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-
undangan, tetapi juga dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sehingga

harus diperhatikan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan pelanggaran

N IENSARs ISYues ueyenayip 1edep mdin yey
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hukum.

3. Akibat Hukum Pengalihan Kredit
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% K itab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 613
8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
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Pengalihan kredit yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum akan
mengakibatkan berpindahnya hak dan kewajiban secara sah kepada pihak
yang menerima pengalihan. Namun, apabila pengalihan dilakukan tanpa
persetujuan kreditur, maka dapat menimbulkan akibat hukum yang
merugikan. Salah satu akibat hukum yang timbul adalah terjadinya

wanprestasi, karena debitur telah melanggar perjanjian yang telah

disepakati. Dalam hal ini, kreditur berhak menuntut pemenuhan perjanjian,

pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum

suepu)-suepun) unpuifi( vidid e[

perdata.®®

Selain itu, dalam konteks jaminan fidusia, pengalihan tanpa izin juga
dapat melanggar ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan,
sehingga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih serius, baik

secara perdata maupun pidana. Dengan demikian, akibat hukum dari

184

pengalihan kredit sangat bergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat-
syarat hukum yang berlaku, sehingga setiap bentuk pengalihan harus
dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan

demikian, konsekuensi hukum dari pengalihan kredit sangat ditentukan

oleh terpenuhi atau tidaknya persyaratan hukum yang berlaku. Oleh karena
itu, setiap proses pengalihan kredit harus dilaksanakan secara cermat dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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4. Faktor Terjadinya Pengalihan Kredit Kendaraan Bermotor

Pengalihan kredit kendaraan bermotor atau over kredit merupakan
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suatu perbuatan yang sering terjadi dalam praktik pembiayaan kendaraan
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8 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., him. 125.
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bermotor di masyarakat. Pengalihan tersebut dilakukan oleh debitur kepada

pihak ketiga dengan tujuan agar kewajiban pembayaran angsuran

dilanjutkan oleh pihak penerima pengalihan. Namun, dalam praktiknya

pengalihan kredit sering dilakukan tanpa persetujuan dari pihak kreditur

ueIe[i( |

sehingga menimbulkan berbagai akibat hukum.®

durow 3

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pengalihan kredit

kendaraan bermotor adalah faktor ekonomi. Debitur yang mengalami

m 1z
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kesulitan keuangan cenderung memilih mengalihkan kendaraan kepada

o]

suepu)-suepun) sunpuriq vidin el

pihak lain karena tidak mampu melanjutkan pembayaran cicilan. Kondisi

ekonomi yang tidak stabil, kebutuhan hidup yang meningkat, maupun
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kehilangan pekerjaan sering menjadi alasan utama debitur melakukan over

I1SIpue

IS

kredit kendaraan bermotor.*

Selain faktor ekonomi, rendahnya pemahaman hukum masyarakat juga
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menjadi penyebab terjadinya pengalihan kredit secara di bawah tangan.
Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa kendaraan yang berada
dalam penguasaan debitur dapat dialihkan secara bebas kepada pihak lain
meskipun kendaraan tersebut masih berada dalam status jaminan fidusia.

Padahal pengalihan tersebut memerlukan persetujuan tertulis dari kreditur
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sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.*
Dengan demikian, faktor terjadinya pengalihan kredit kendaraan

bermotor dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kurangnya pemahaman hukum
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masyarakat, rumitnya prosedur administrasi, dan adanya hubungan
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8 Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian
Kredit Bermasalah, Refika Aditama, Bandung, 2004, him. 32.

% Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2011, him. 71

°! Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung,
2004, him. 198.
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kepercayaan antar pihak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran

hukum masyarakat agar pengalihan kredit kendaraan bermotor dilakukan

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan

perlindungan hukum bagi para pihak.”

Pengalihan Kredit Kendaraan Bermotor Tanpa Persetujuan Kreditur

unpuriy e3d ey
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Pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur
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E P g 5_ g merupakan perbuatan yang sering terjadi dalam praktik pembiayaan di
< SRl =
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& ~® = = masyarakat. Pengalihan tersebut biasanya dilakukan oleh debitur kepada
= gf:— = pihak ketiga melalui perjanjian di bawah tangan tanpa melibatkan
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perusahaan pembiayaan sebagai kreditur. Padahal kendaraan bermotor yang

masih berada dalam masa kredit merupakan objek jaminan fidusia yang hak

jaminannya masih melekat pada kreditur sampai seluruh kewajiban debitur
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dilunasi.®
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Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

uenig ynjun ur uawnop ueyisn

3 ditegaskan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan,

atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa
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persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Ketentuan

tersebut menunjukkan bahwa pengalihan kendaraan bermotor tanpa

persetujuan kreditur merupakan perbuatan yang bertentangan dengan

hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi debitur maupun pihak

quins uejumjiuedual ue
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ketiga.™
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%2 Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di
Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, him. 103.
% Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003, him.
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° Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).
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Pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur pada
dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi karena debitur
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam
perjanjian pembiayaan. Dalam perjanjian pembiayaan, debitur memiliki
kewajiban untuk menjaga objek jaminan fidusia dan tidak memindah-

tangankan kendaraan tanpa izin dari pihak kreditur. Apabila ketentuan

tersebut dilanggar, maka kreditur berhak menuntut pemenuhan perjanjian

maupun melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.”
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Selain merugikan kreditur, pengalihan kendaraan bermotor tanpa
persetujuan kreditur juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga
yang menerima pengalihan kendaraan tersebut. Dalam praktiknya, pihak
ketiga sering kali tidak mengetahui bahwa kendaraan yang diterimanya

masih terikat jaminan fidusia. Akibatnya, ketika debitur lalai melakukan

184

pembayaran angsuran, kendaraan tersebut dapat ditarik atau dieksekusi oleh
pihak kreditur.*®
Pengalihan kredit secara di bawah tangan tanpa persetujuan kreditur

juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena identitas debitur yang

tercatat pada perusahaan pembiayaan tetap atas nama debitur awal. Dengan
demikian, segala kewajiban pembayaran angsuran maupun tanggung jawab

hukum tetap dibebankan kepada debitur yang terikat dalam perjanjian
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pembiayaan awal. Oleh karena itu, pengalihan kredit kendaraan bermotor

seharusnya dilakukan melalui prosedur resmi dengan persetujuan kreditur
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% Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi
Kenikmatan, Ind-Hill Co, Jakarta, 2005, him. 76.
% Nindyo Pramono, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, him. 98.
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agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak

yang terlibat.%’
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